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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana 

desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana 

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah – Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
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Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2.  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 
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11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan perubahan terakhir  Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
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Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 6); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44  Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  

46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  

20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 159); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 
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Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 

1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah 

Kabupaten sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 

Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 6 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 

3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2014 Nomor 7); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019  Nomor 10); 

27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2016 Nomor 77); 

28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 

Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9); 

29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 25); 

30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 26); 

31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung 

Walet (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 

Nomor 28); 

32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 29); 

33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2019 Nomor 75); 

34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2019 Nomor 7); 

35. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3); 

36. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 7); 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 

2. Bupati adalah Bupati Sampang. 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sampang. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 

di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 
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7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan 

Desa Sangat Tertinggal serta memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai  

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk  

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. 

17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa. 

18. Pendapatan adalah semua  penerimaan  desa  dalam  1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. 

19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

desa. 
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20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan desa. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, 

adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 

23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 

pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

PPKD. 

24. Kepala Urusan, yang  selanjutnya disebut  Kaur, adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan 

tugas PPKD. 

25. Kepala Seksi,  yang  selanjutnya  disebut  Kasi, adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas 

PPKD. 

26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan   desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan 

digunakan untuk   membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) 

rekening pada Bank yang ditetapkan. 

27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan  guna  mengelola  aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

28. Dana Cadangan adalah   dana yang   disisihkan  guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran. 

29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 

dengan belanja desa. 

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa 

dengan belanja desa. 



-  10 - 
 

SEKDA ASISTEN 

PKR 

KA.BAG. 

HUKUM 

KA. 

DPMD 

KA.SUBAG 

PUU 

     

 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah  

selisih lebih  realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah  

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, 

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya  disingkat 

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam Perubahan   APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

35. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 

barang/jasa. 

36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 

dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 

digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 

pengeluaran – pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 

Kepala Desa. 

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan 

jasa. 

38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga 

pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan   

Inspektorat Daerah kabupaten. 

39. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

40. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 

warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 

desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

41. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa 

atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 

perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. 

42. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

43. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa, di Daerah Provinsi, kabupaten. 

44. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

45. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya 

disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 

(enam) tahun. 

48. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, 

adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. 

49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
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50. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 

didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 

dibiayai dengan Dana Desa. 

51. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata 

yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah 

berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). 

52. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan 

ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

53. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi 

dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan 

menanggulangi kemiskinan. 

54. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

55. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup 

manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai  bentuknya; 

56. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena 

masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga 

tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; 

57. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan 

merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-

usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah 

desa atau di wilayah antar desa yang dikelola melalui kerjasama antar 

desa; 

58. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, 

khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 

lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
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59. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi 

di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak 

terlalu pendek untuk usianya; 

60. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, 

penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

61. Laporan Konvergensi pencegahan stunting adalah laporan yang memuat 

tentang progres pencegahan dan penanggulangan stunting. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat desa setempat. 

 

Pasal 3 

(1) Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 

Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum  

pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

a. BAB I :  PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA 

DESA. 

b. BAB II : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI 

DANA DESA. 

c. BAB III :  PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA BAGI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI 

DAERAH. 

(2) Prosedur Pengajuan Pencairan ADD dan Kelengkapannya tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal :   24 Februari 2020 

BUPATI SAMPANG, 

 

 ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal :   24 Februari 2020 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 10 


